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ABSTRAK  

Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis sebagai guardian of the constitution 
yang menuntut integritas, independensi, dan moralitas tinggi dari setiap hakim 
konstitusi. Namun, munculnya pelanggaran kode etik hakim konstitusi, khususnya 
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang melibatkan 
konflik kepentingan Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, menimbulkan persoalan 
serius terkait pengawasan etik di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Kondisi tersebut 
menegaskan pentingnya peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) 
sebagai lembaga pengawas perilaku hakim konstitusi. Berdasarkan hal tersebut, 
penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai bagaimana pengawasan MKMK 
dalam menegakkan kode etik hakim konstitusi serta bagaimana pandangan Fiqh 
Siyāsah terhadap pengawasan tersebut. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap 
peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi dan MKMK, serta 
literatur hukum dan Fiqh Siyāsah yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif 
deskriptif-analitis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengawasan Majelis Kehormatan 
Mahkamah Konstitusi telah memiliki landasan hukum yang memadai, pelaksanaannya 
masih cenderung bersifat reaktif dan belum mengoptimalkan fungsi pencegahan dini 
terhadap pelanggaran kode etik hakim konstitusi dan Anwar Usman terbukti melakukan 
pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sehingga dijatuhi 
sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Secara normatif, 
MKMK telah menjalankan kewenangannya sesuai hukum positif, namun keberadaan 
hakim aktif dalam struktur MKMK menimbulkan dilema etis dan berpotensi 
mengurangi independensi pengawasan. Dalam perspektif Fiqh Siyāsah, mekanisme 
tersebut sejalan dengan konsep al-ḥisbah, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan 
prinsip pencegahan konflik kepentingan. 
Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan independensi MKMK melalui 
penataan komposisi kelembagaan serta penguatan fungsi pengawasan preventif. 
Langkah tersebut penting untuk menjaga integritas hakim konstitusi dan memperkuat 
kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. 
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